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Obyek studi dalam penelilitian ini adalah mengenai putusan kasus tindak pidana pemalsuan surat 
oleh Purwanto SH. Dimana pemalsuan surat tersebut merupakan berupa kejahatan yang 
didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang 
sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan 
dengan yang sebenarnya. 
Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui & memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan bagaimana penerapan unsur-unsur pasal yang 
diputus kepada terdakwa Purwanto SH dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat tersebut 
sudah tepat atau tidak. 
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan secara teoritik dan yuridis 
formal, artinya bahwa penulis ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana daya kerja hukum 
dalam teori dan praktek. Khususnya menyangkut kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa 
dan mengadili perkara tindak pidana pemalsuan surat yang di lakukan oleh Purwanto SH.  
Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti, penelitian ini mendapat hasil, bahwa ketika 
seorang Hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif, bijaksana, 
menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil berlandaskan hukum positif, melakukan 
penalaran logis sesuai dengan teori dan praktek, mempunyai dasar pertimbangan yang rangkap 
sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum sendiri, 
hak asasi terdakwa, masyarakat dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Berkaitan dengan kasus yang penulis kaji, bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan dakwaa Jaksa Penuntut Umum, alat bukti dan 
fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Hakim menyimpulkan terdakwa terbukti secara 
sah dan meyakinkan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 
KUHP dengan pidana 2 (dua) bulan, masa percobaan 8 (delapan) bulan. Bahwa terhadap Putusan 
Hakim tersebut, penulis kurang sependapat karena terdapat kelemahan pada surat dakwaan Jaksa 
yang tidak memenuhi syarat materiil yang tidak berisi secara cermat, lengkap dan jelas. 
Sebagaimana disyaratkan pada pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, oleh karena itu menurut pasal 
143 ayat 3 KUHAP, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan seharusnya 
Hakim memutus terdakwa bebas (Vrijpraak) karena dakwaan Jaksa tidak terbukti dipersidangan 
dan dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan yang kabur (Obscuur Libel). Mengenai penerapan 
unsur-unsur pasal oleh Hakim, bahwa pasal 263 ayat 1 KUHP tidak terbukti seluruhnya sah dan 
meyakinkan karena unsur ke-3 yaitu dengan terbitnya hak baru yang dimaksud adalah terbitnya 
sertifikat atas nama Hariyono dan unsur ke-4 yaitu menimbulkan kerugian pada orang lain yang 
dimaksud adalah pihak Susinto. Penerapan unsure oleh Hakim tidak dapat dibuktikan sehingga 
pengenaan pidana terhadap terdakwa tidak terpenuhi. Maka seharusnya Hakim menyatakan 
terdakwa diputus bebas karena tidak memenuhi unsure dari pasal 263 ayat 1 KUHP tersebut.  
Secara demikian, maka dapat disimpulkan bahwa seorang Hakim dalam menangani perkara 
harus dengan penalaran yang logis sesuai dengan teori dan praktek dalam hal memahami dasar 
pertimbangannya dan dalam memahami unsur-unsur untuk pengenaan pidana harus terpenuhi 
didasarkan pada dasar pembuktian dan alasan yang logis. Sehingga Hakim didalam putusannya 
mempunyai dasar pertimbangan yang tepat. 
 
 
